
 

 
 

 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 
PROVINSI PAPUA 

GAN 
 PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

NOMOR :  1  TAHUN 2022 

TENTANG 

 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

 

Menimbang    :  a.  bahwa Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten 

Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang  

Nomor      Tahun 2021 tanggal        Desember 2021; 

b. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud huruf 

a, perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 

Anggaran 2022; 

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pegunungan 

Bintang; 

Mengingat : 1. Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 pasal 18 ayat (6) bahwa Pemerintah Daerah berhak 

Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Lain 

untuk Melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 

Otonom di  Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2907); 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

 

SALINAN 



4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Reupublik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 

Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indoesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4884); 

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, 

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten 

Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, 

Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk 

Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

indonesia Nomor 4355);  

10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

denganUndang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 

16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintah Daerah; 

17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Perubahan Ketigabelas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 

Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta 

Jada/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 121); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepada Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 

tentang  Pinjaman  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 



26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan Ke-Dua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2018 

Nomor 1,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5765); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6279); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

38. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan 

Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 

39. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan 

Khusus Provinsi Papua; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 

Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 

Dana Operasional; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang Berbasi Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 



Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

49. Keputusan Gubernur Papua Nomor        Tahun 2022 tentang 

Evaluasi APBD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 

Anggaran 2022. 

50. Peraturan Daerah Nomor   2  Tahun 2021 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor   4 

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 

Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.177.353.986.520, terdiri atas pendapatan daerah, 

belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan     

 a.  Pendapatan Asli Daerah Rp15.000.000.000,00 

 b. Pendapatan Transfer        Rp  1.162.353.986.520,00 

      c. Lain-lain Pendapatan yang sah  Rp      0,00 

                                                           Rp 1.177.353.986.520,0 

2. Belanja  

a. Belanja Operasi 

1)  Belanja Pegawai Rp  317.015.690.661,00 

2)  Belanja Barang dan JasaRp435.794.151.269,00 

3)  Belanja Bunga Rp     0,00 

4)  Belanja Subsidi Rp     0,00 



5)  Belanja Hibah Rp 77.567.772.526,00 

5)  Belanja Bantuan Sosial Rp    17.931.999.985,00 

 Rp    848.309.614.441,00 

 

b. Belanja Modal 

1)  Belanja Modal Tanah Rp    0,00 

2)  Belanja Modal Peralatan  

     dan Mesin Rp   29.240.201.721,00 

3)  Belanja Modal Gedung 

     Dan Bangunan Rp82.842.813.675,00 

4) Belanja Modal Jalan, 

    Jaringan dan Irigasi Rp   128.737.134.583,00 

5) Belanja Modal Aset 

    Tetap Lainnya Rp  4.465.105.000,00 

                                                   Rp. 245.285.254.979,00 

 

Belanja Transfer 

1) Belanja Bagi Hasil      Rp 0,00 

2) Belanja Bantuan Keuangan Rp 80.759.117.100,00 

                                                Rp.80.759.117.100,00 

  

 

               Jumlah Belanja                     Rp 

1.177.353.986.520,00 

                                       Surplus / (Defisit) Rp   0,00 

 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan  : Rp.   0,00 

b. Pengeluaran : Rp.       0,00 

Pembiayaan Netto                   Rp.                    0,00 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp        0,00 

 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana di maksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari 

: 

a. LAMPIRAN  I Ringkasan  Penjabaran APBD menurut kelompok, jenis, 

obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

 

b. LAMPIRAN II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi SKPD Daerah, Program, Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Obyek, rincian obyek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan;  

 



c. LAMPIRAN III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan besaran Hibah; 

dan 

 

d. LAMPIRAN IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan besaran 

Bantuan Sosial. 

 

Pasal 3 

Bupati Pegunungan Bintang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. 

 

                                                  Ditetapkan  di Oksibil 

                                                                    Pada Tanggal,   7    Februari 2022 

 

                                                                       BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG, 

   

                                                                    TTD 

  

                                                                    SPEI YAN BIRDANA 

 

 

Diundangkan di Oksibil 

Pada tanggal   8   Februari  2022 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,  

 

            TTD 

 

drg. ALOISIUS GIYAI,M.Kes 

PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP.19720908 200212 1 011 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022  

NOMOR : 10.  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

       DEMI MIMIN, SH 
     PENATA MUDA TK I 
NIP. 19800706 200909 1 003 


